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Judul SOP 
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI 

PUBLIK 
 

DAFTAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA  

1. 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119), 

PPID Kota Singkawang dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik 

kepada pemohon/pengguna Informasi Publik dibantu oleh 

1. Pejabat Fungsional Arsiparis Pustakawan, Pranata Humas, Pranata 

Komputer 

2. Untuk petugas pada Desk Layanan Informasi memiliki kompetensi 

seperti pengetahuan mengenai Peraturan dan Perundang-Undangan 

yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan 

Publik, keterampilan dan sikap berkomunikasi, sehingga dapat 

menunjang dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi. 

 

 

2. 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848), 
 

3 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038), 
 

4 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071), 
 



5 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

 

6 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573), 

 

7 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5149), 

 

8 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357), 

 

9 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Neeri 

dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

157), 

 

  KETERKAITAN       PERALATAN DAN PERLENGKAPAN  

1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan pemerintah 

2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 

3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 

4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 

1. Formulir isian  

2. Komputer 

3. Term of Reference, 

4. Alat Tulis Kantor, dan 

 



5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi  5. Jaringan Internet  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN  

1 . Bila prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan         

terlayani dengan baik 

2 . Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai  

3. Bila prosedur ini  tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap 

masyarakat menjadi negatif 

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 

 



petugas PPID ketua PPID Kelengkapan Waktu Output

1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh

unit yang menguasai dan mengelola informasi.untuk membantu, dapat

digunakan form daftar informasi publikdan dokumentasi publik serta

panduan pengisian nya 

form daftar infomasi 

publik

tentatif daftar informasi 

publik

2. Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi

publik yang sudah didaftar 

form daftar infomasi 

publik

tentatif daftar informasi 

publik

3. Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah

mendapatkan pengesahan 

form daftar infomasi 

publik

tentatif daftar informasi 

publik
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